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1) EITI dan Standar Global




Extractive Industry
Transparency Initiatives (EITI)
Indonesia

vﬂ‘q

'

EITI adalah standar global yang mendorong transparansi dan akuntabilitas
penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif (migas dan pertambangan).
Saat ini terdapat 39 negara di seluruh dunia yang telah mengimplementasikan

standar EITI.

Mengapa Indonesia mengimplementasikan EITI ?



Indonesia kaya SDA, ...

INDONESIA ADALAH NEGARA
YANG KAYA AKAN SUMBER DAYA ALAM

PENERIMAAN NEGARA DARI SUMBER DAYA ALAM

YAITU MIGAS DAN PERTAMBANGAN (DALAM MILYAR DOLLAR)

DAN MERUPAKAN

5%

DARI TOTAL
PENERIMAAN
NEGARA

2009 2010 201




| ... kKaya migas & tambang, tetapi...

3 dari 7 orang 1dari 10 orang
pendapatan kurang dari Hidup dibawah
2 DOLLAR perhari garis kemiskinan ($22 perbulan)

INDONESIA MEMPEROLEH PERINGKAT 118 DARI 176 NEGARA
DENGAN SKOR 32 DALAM INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2012

PERINGKAT NEGARA/WIL  SKOR PERINGKAT NEGARA/WIL  SKOR PERINGKAT NEGARA/WIL  SKOR
1 Denmark 920 Thailand 37 Myanmar 15
1 Finland 90 Timor Leste 33 Sudan 13
1 New Zealand 920 Egypt 32 Afghanistan 8
4 Sweden 88 ‘Indonesia 2277 Korea (North) 8
5 Singapore 87 Madagascar 32 Somalia 8

SKOR

Sangat ] Sangat
Korup Bersih

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

Transparansi migas dan tambang dibutuhkan untuk
memperbaiki tata kelola dan mencegah korupsi



Standar Transparansi Global EITI
(Untuk pelaporan selanjutnya)

Kelompok Multi-Stakeholder (pemerintah, industri & masyarakat sipil)/ Tim Transparansi
Menentukan ruang lingkup ---> Laporan Transparansi ---> komunikasi ---> diskusi publik

Dihubungkan dengan

informasi kontekstual Perusahaan Pemerintah - Pembayaran

melaporkan membuka | sosial &

] pembayaran penerimaan pendanaan
Informasi  g3ham milik - oleh BUMN
tentang lzin negara
Transparansi ksi |
Kontrak Data produksi i

(disarankan)

; Laporan
N \ Penerimaan negara diverifikasi .
Kepemilikan oleh pihak independen Transfer ke
' (Data dipublikasi secar diagregat) Pemda

Perizinan & Pengaturan Pengumpulan Managemen Managemen
Kontrak operational oyalti & pajak Pendapatan Pengeluaran




Proses Pelaporan EITI

PERUSAHAAN MENGUMUMKAN BERAPA YANG MEREKA BAYAR
DAN PEMERINTAH MENGUMUMKAN BERAPA YANG MEREKA TERIMA DALAM LAPORAN EITI.

PERUSAHAAN EITI REPORTS PEMERINTAH

memperlihatkan dan menunjukkan dimana memperlihatkan dan

membuktikan pembayaran pembayaran pajak dan / .
mereka royalti diverifikasi dan membukiikan penerimaan
direkonsiliasi secara independen mereka

THE EITISTANDARD



Kunci utama pelaksanaan

Pemerintah membuka informasi secara penuh
* Penerimaan dari setiap perusahaan ekstraktif.

 Pendapatan yang diperoleh daerah, termasuk
transfer dari pusat kepada daerah

* Transfer antara Pemerintah dengan BUMN

* Mekanisme terkait lainnya seperti pemberian
izin dan kontrak, mekanisme paska tambang,
dan dana-dana sosial perusahaan.
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2) Struktur Penerimaan Industri Ekstraktif
A. Sektor Pertambangan Minerba
B. Sektor Migas




Penerimaan Industri Ekstraktif Indonesia
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A. Struktur Penerimaan Pertambangan

Umum
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Struktur Penerimaan Pertambangan Umum (1)

Trililun Rp
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Struktur Penerimaan Pertambangan Umum (2)

Pendapat Sektor Pertambangan

(triliun rupiah) 2010 % 2011 % 2012 %
PAJAK
PPh Badan KLU Pertambangan 60,22 73,6% 71,57, 71,9% 60,44 69,5%
PBB Pertambangan* 0,5 0,6% 0,4 0,4% 0,57 0,7%
BUKAN PAJAK
PNBP Royalti 12,49 15,3%| 16,11 16,2% 15,52 17,9%
PNBP Penjualan hasil tambang
(PHT) 5,91 7,2% 7,87 7,9% 8,14 9,4%
PNBP luran tetap 0,16 0,2% 0,26 0,3% 0,36 0,4%
Dividen 2,57 3,1% 3,35 3,4% 1,9 2,2%
Total 81,85] 100%| 99,56 100% 86,93] 100%




B. Struktur Penerimaan Sektor Migas
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Struktur Penerimaan Sektor Migas (1)

350,00
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250,00 w Signature bonus*
® Pendapatan Penjualan
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Struktur Penerimaan Sektor Migas (2)

Pendapat Sektor Migas 2010 2011 2012
PPh Migas 58,87 76,43 83,47
PBB Migas 19,33 20,48 19,79
PNBP Migas 152,74 193,49 205,83
PNBP Minyak Bumi 111,82 141,3 144,72
PNBP Gas Alam 40,92 52,19 61,11
Ei?:?\ﬁ;taasn Penjualan dari Kegiatan 118 9,78 13,06
Signature bonus 0,26 0,89
Total Penerimaan Sektor Migas 243,00 301,07 322,15

= PPh Migas disetor oleh 71 KKKS dan 99 Mitra Participating Interest
= PNBP Migas dikontribusi oleh 71 KKKS
= Signature Bonus berasal dari KKKS Eksplorasi dan Perpanjangan kontrak.
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3) Laporan Sub Sektor Minerba




Aliran yang direkonsiliasi

Aliran Penerimaan : Qitien
Minerba DJP  DJA

R * Royalti (USD) e
: Batubara -’ » Penjualan Hasil Tambang (USD)-PkP28 |

{  Jenis kontrak: * PPh Badan (USD) e
* PKP2B * Dividen (USD) - BUMN e

» IUP BB VS
|:> * Royalti (USD) -
‘ » PPh Badan (USD) e

= Jonis kontrak : * Dividen (USD) - BUMN I

* KK Mineral
* [UP Mineral




Entitas Pelapor Minerba

Batubara & Mineral

Pajak Q0000000
Q0000000

* Ditjen Pajak 00000000
Q0000000
000000006

Bukan Pajak VS 00000000

* Ditjen Minerba 00000000

* Ditjen Anggaran ::888888
OO0

74 memberi laporan
9 tidak memberi laporan




Perusahaan & Kontribusi (1)

M PT Kaltim Kontribusi royalti tahun 2011
Kontribusi royalti Prima Coal (83 Perusahaan)
tahun 2010
mPT Freeport ® PT Kaltim
(53 Perusahaan) Indonesia Prima Coal

® PT Indominco M PT Adaro

Mandiri Indonesia
10% ™ PT Adaro W PT Kideco Jaya

Indonesia Agung

M PT Kideco M PT Freeport
Jaya Agung %Indonesia

10% PT Arutmin M PT Indominco

Indonesia Mandiri
% 7% :
6% % PT Berau Coal 5% 5% ° B PT Arutmin
8% Indonesia
W Lainnya ™ PT Berau Coal

W Lainnya




Perusahaan & Kontribusi (2)

M PT Freeport
Indonesia

Kontribusi PPh Badan o PT Newmont Kontribusi PPh Badan
tahun 2010 ewmo tahun 2011

Nusa

(53 Perusahaan)

M PT Adaro
Indonesia

MW PT Kideco

Jaya Agung 4%

W PT Kaltim
Prima Coal

B PT Berau
Coal %

PT Vale
Indonesia

W Lainnya

Tenggara (83 Perusahaan)

M PT Freeport
Indonesia

B PT Newmont
Nusa Tenggara

m PT Kaltim
Prima Coal

W PT Adaro
Indonesia

PT Kideco Jaya
Agung

M PT Berau Coal

PT Arutmin
Indonesia

¥ Lainnya



= Hasil Rekonsiliasi - agregat

2010
. Perbedaan
. . Instansi
Jenis penerimaan Perusahaan . Setelah
Pemerintah e .
Rekonsiliasi
Royalti & PHT 16.299.462 16.358.524 (59.062) 0,4
PPh Badan 33.625.652 33.635.900 (10.248) 0,03
Dividen 2.572.351 2.572.351 - -
% Total 52.497.465 52.566.775 (69.310) 0,1
2011
. Perbedaan
. . I ER Y
Jenis penerimaan | Perusahaan . Setelah
Pemerintah e .
Rekonsiliasi
Royalti & PHT 21.304.204 21.317.080 (12.876) 0,06
PPh Badan 42.321.535 42.442.230 (120.695) 0,3
Dividen 3.346.292 3.346.292 - -

66.972.031 67.105.602 (133.571) 0,2




' Rekonsiliasi vs Total penerimaan
MINERBA

Pajak — PPh Badan

2 4 6 8 10 12 14

O Nilai yang direkonsiliasi
. Total Penerimaan Tambang




Laporan EITI Indonesia vs LKPP 2011

Jeni . LKPP 2011 Jumlah Laporan EITI Jumlah
enis penerimaan
If . (riliun Ro) Perusahaan dalam Indonesia 2011 Perusahaan dalam
ertum riliun
P LKPP 2011 (triliun Rp) Laporan EITI 2011
PPh Badan KLU Sekitar 1000* 74
71,57 42,44
pertambangan
Royalti 16,11 Sekitar 2000** 13,45 83
Penjualan Hasil 42 (PKP2B) 30 (PKP2B)
7,87 7,87
Tambang (PHT)
Dividen 3,35 4 3,35 4

*merujuk 50% angka penyetor royalti, dengan asumsi bahwa 50% penyetor royalti tidak

memiliki NPWP.

** merujuk jumlah penyetor royalti dari sekitar 7ribu transaksi (kertas kerja Ditjen Minerba

2011)
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4) Laporan Sub Sektor Migas




Aliran Penerimaan Operator

/1 2\ [:) 2 ) ¢ Corporate & Dividend Tax (USD) s
* Production Bonus (USD) e
* Over/(Under) Lifting Oil&Gas (USD) e

w + Total Lifting Oil (Barrels) & Gas (MSCF) N
» GOI Lifting Oil (Barrels) & Gas (MSCF) VS s
* DMO (Barrels)

* DMO Fee (USD)
* Over/(Under) Lifting Oil&Gas (USD)

Ditjen
Migas

-} * Signature Bonus (USD)




i Perusahaan pelapor & kontribusi (1)

Lifting minyak tahun 2010 Operator 71 71

H Chevron  Non_operator 99 88

5% 5%8%

M Pertamina

i ConocoPhillips

Indonesia
M Indonesia

Petroleum (Inpex)

M Total E&P Lifting minyak tahun 2011
Indonesie

M Lainnya M Chevron

M Pertamina

i ConocoPhillips
Indonesia

M Indonesia Petroleum
(Inpex)

M Total E&P Indonesie

0,
59 7% M Lainnya

5%




4 Kontribusi (2) & Metode Rekonsiliasi

Lifting gas tahun 2010 & ConocoPhillips Lifting gas tahun 2011
Indonesia

B ConocoPhillips
M Pertamina Indonesia

B Pertamina

M Indonesia
Petroleum (Inpex)

Indonesia
i Total E&P
) Petroleum (Inpex)
Indonesie
M BP Indonesia H Total ngp
Indonesie
M Lainnya M BP Indonesia

M Lainnya




Penerimaan Negara Ditjen Anggaran/ Perbedaan hasil

(dalam ribuan USD) SKK MIGAS rekonsiliasi

PAJAK 6.058.419 6.062.476 (3.543) 0,06%
BUKAN PAJAK - 20.912.152
Penerimaan Negara Ditjen Anggaran/ Perbedaan hasil %
(dalam ribuan USD) SKK MIGAS rekonsiliasi °
PAJAK 8.295.386 8.302.381 (6.832) 0,08%
BUKAN PAJAK - 28.778.351

Angka ini adalah yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran, belum termasuk bonus-bonus.




P
=% Hasil Rekonsiliasi (2) - agregat

Penerimaan Perbedaan Pes';::l:: fl
Negara (‘000 USD) Awal Rekonsiliasi
O've"r/(Un.der) 325.546 355.038 (29.491) 292.633 299.700 (7.067) 2,36 %
Lifting Minyak
Over/{Under) 139.719 11.990 127.729 183.788 194.459 (10.671) 549 %
Lifting Gas

Penerimaan Perbedaan P:r;:j:: &
Negara (‘000 USD) Awal Rekonsiliasi
Z;f;/g( ‘ai‘;)k 336053  365.063 (29.009) 354226  383.805 (29.579) 7.7%
Over/(Under) (130.027) 103593  (233.620) 123.374 155.052 (31.678) 20,4 %

Lifting Gas



| Rekonsiliasi vs Total penerimaan
4 MIGAS

Tax - Corporate & Dividen Tax

Non Tax - Prod. Bonus, Signature
Bonus, DMO Fee, Over Under
Lifting Oil & Gas
USD 13

UusD 13,1

2 = 6 8 10 12 14

O Kontraktor dan Mitra
. Instansi Pemerintah
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5) Apa yang dapat dipelajari?




* Informasi yang cukup detail tentang pendapatan
migas dan tambang, pajak dan bukan-pajak.

* |Informasi perusahaan yang melakukan usaha
ekstraksi migas dan tambang, lokasi serta
kepemilikannya. Peta dilampirkan.

 Pendapatan daerah dalam bentuk transfer dari
pusat kepada daerah.

* |Informasi mengapa terdapat perbedaan
pencatatan.

Catatan: data dalam bentuk excel dapat diminta
kepada Sekretariat Tim Transparansi melalui email.
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You can stop

COR RUPTION




